[image: image1.emf]

Tata Kelola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Nanga Kiungkang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau
Kristianus Nova 1);  Ida Rochmawati 2); Erdi 3) 
1,2,3) Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
Email: 1)  kristianusnovauntan@gmail.com ;2) ida.rochmawati@fisip.untan.ac.id ;3) erdi@fisip.untan.ac.id
	ARTICLE HISTORY
Received [09 Oktober 2025] 
Revised [28 Januari 2026] 
Accepted [30 Januari 2026]
	ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis tata kelola pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Sarana Mandiri di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, Indenpendensi, dan Keadilan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dalam pengelolaan anggaran masih rendah, ditandai dengan minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Akuntabilitas pengurus belum optimal, terlihat dari ketiadaan laporan keuangan yang terstruktur dan belum adanya kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Responsibilitas dalam pengelolaan usaha juga belum efektif karena unit usaha belum berkembang sesuai potensi lokal. Indenpendensi BUMDes Surya Sarana Mandiri telah mampu menjaga otonomi kelembagaannya dalam menjalankan fungsi ekonomi di tingkat desa. Tidak adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun kelompok kepentingan lainnya. Selain itu, aspek Keadilan (Fairness), Dalam praktiknya, BUMDes Surya Sarana Mandiri telah menerapkan prinsip partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas manajerial pengurus BUMDes, penguatan regulasi dan pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Implementasi prinsip GCG secara konsisten diyakini dapat meningkatkan kinerja BUMDes serta mendorong pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

ABSTRACT 

This research aims to describe and analyze the governance of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Surya Sarana Mandiri in Nanga Kiungkang Village, Nanga Taman District, Sekadau Regency. The research focus is directed at the application of Good Corporate Governance (GCG) principles, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation.The results show that the management of BUMDes Surya Sarana Mandiri has not fully met the principles of good governance. Transparency in budget management is still low, marked by minimal information provided to the community. The Accountability of the management is not yet optimal, evidenced by the absence of structured financial reports and the lack of a tangible contribution to the Village's Original Income (PAD). Responsibility in business management is also not yet effective because the business units have not developed according to local potential. However, the Independence of BUMDes Surya Sarana Mandiri has been able to maintain its institutional autonomy in carrying out economic functions at the village level. There is no pressure or intervention from the village government, community leaders, or other interest groups. Furthermore, regarding the aspect of Fairness, BUMDes Surya Sarana Mandiri has implemented the principle of participation in practice.The research recommends the need for an increase in the BUMDes management's managerial capacity, the strengthening of regulations and supervision, and the active involvement of the community in decision-making. Consistent implementation of GCG principles is believed to be able to enhance the performance of BUMDes and promote sustainable village economic development
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa ini akan menjadi startingpoint mulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa, selama ini desa yang selalu dihadapkan kekurangan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan serta pembinaan masyarakat skala desa, nantinya desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sekedar objek pembangunan, karena desa akan diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes).Sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan ekonomi di desa, maka di terbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dengan di terbitkannya regulasi tersebut diharapkan akan menjadi pedoman bagi daerah untuk menyelenggarakan BUMDes dan tentunya daerah harus menyusun kembali regulasi tersebut dalam skala Daerah/ Kabupaten  yang  mana hal tersebut harus di tuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi geografis, lingkungan dan budaya setempat.

Bentuk dukungan dan perhatian Pemerintah Daerah terkait pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Sekadau, maka Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menerbitkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 tahun 2017 Tentang  Pedoman, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Sekadau tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan potensi desa yang ada melalui BUMDes sehingga dapat dijadikan roda penggerak perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di Kabupaten Sekadau, implementasi BUMDes telah berjalan di berbagai desa. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaan di lapangan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas terhadap modal usaha menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Pengelolaan BUMDes yang ada di Kabupaten  Sekadau  telah  terbentuk  di  setiap  desa  yang  berada  di  7 Kecamatan,  salah  satunya  adalah  Kecamatan  Nanga  Taman.  Jika  dilihat secara detail, keberadaan BUMDes di Kecamatan Nanga Taman sebagai wadah atau sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa seharusnya melakukan  proyeksi  dan  singkronisasi  atas  potensi  desa  serta  apa  yang menjadi kebutuhan masyarakat desa, hal ini penting agar ada konektifitas antara potensi desa, kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi program pemerintah desa melalui BUMDes. Secara demografi, Kecamatan Nanga Taman memiliki potensial pada aspek jasa, produksi, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan holding. Potensi desa tersebut harusnya dimanfaat oleh pemerintah desa melalui BUMDes, tapi hingga saat ini potensi desa belum dapat dimaksimalkan secara baik melalui pengembangan BUMDes yang ada di Kecamatan Nanga Taman. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, efektifitas pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal sesuai dengan  apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat  dan  potensi  Desa  yang dimiliki.Untuk mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Nanga Taman Sebanyak 8 BUMDes dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Nanga Taman. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Nanga TamanKabupaten Sekadau Tahun 2024

	No
	Desa/ Alamat
	Nama Bumdes
	Tahun
Pendirian
	Daftar Unit
Usaha
	Modal Awal
	Jumlah Keseluruhan Modal
	PAD

	
	
	
	
	
	
	
	Tahun
2020 -
2024

	1
	Nanga Kiungkang
	Surya Sarana
Mandiri
	2014
	Isi Ulang Galon, Tambak Ikan, Ternak, Pengolahan Sawit
	172.932.198
	616.017.047
	0

	2
	Pantok
	Usaha Kayama
	2017
	Parkir Wisata Dan
Kerajinan Tangan
	100.000.000
	200.000.000
	6.688.000

	3
	Sungai Lawak
	Dano
Maruyang
	2018
	Kios Pertanian Dan
Perternakan Itik
	75.000.000
	191.503.000
	0

	4
	Nanga Taman
	Taman Betuah
	2019
	Atk
	85.000.000
	85.000.000
	0

	5
	Meragun
	Usaha Bersama
	2017
	Batako Dan Paping
Block
	60.000.000
	60.000.000
	0

	6
	Nanga
Mentukak
	Muara Mentuka
Sejati
	2017
	Saprotan
	39.150.000
	139.150.000
	0

	7
	Lubuk Tajau
	Botuh Naga
	2020
	Penangkaran Bibit
Kelapa Sawit
	50.000.000
	50.000.000
	0

	8
	Rirang Jati
	Jati Mandiri
	2021
	Wisata Desa,Perikanan,Air Bersih,Simpan Pinjam
	15.000.000
	15.000.000
	4.468.000


Sumber: DSPMD Kabupaten Sekadau, Januari 2025
Dari tabel di atas, Dari sekian banyak BUMDes di Kecamatan Nanga Taman, hanya terdapat 2 (dua) desa yang tercatat berkontribusi Pada PAD hal ini tentunya menjadi tanda tanya bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Nanga Taman, namun yang jadi fokus dalam penelitian ini diambil satu desa yaitu Desa Nanga Kiungkang. Alasannya karena BUMDes di Desa Nanga Kiungkang belum berkembang sebagaimana diharapkan terutama masalah transparansi dalam pengelolaan anggaran yang cukup besar terlebih penyertaan modal yang terbesar di Kecamatan Nanga Taman dan Ketidakmampuan dalam mengakomodir protensi dan nilai produk masyarakat desa.

Desa  Nanga  Kiungkang  Kecamatan  Nanga  Taman  merupakan  salah satu desa di Kabupaten Sekadau yang telah mendirikan/membentuk BUMDes dan telah beroperasi sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Desa Nanga Kiungkang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes yang telah di bentuk di Desa Nanga Kiungkang tersebut memiliki nama yaitu “Surya Sarana Mandiri”. Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUMDes tesebut terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas. Penasihat di jabat oleh Kepala Desa, Pelaksana Operasional tediri dari Direktur, Sekretaris, bendahara dan kepala Unit Usaha serta pengawas berasal dari unsur masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Adapun jenis atau bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMDes Surya Sarana Mandiri tersebut antara lain yaitu : Isi Ulang Galon, Tambak Ikan, Ternak (Sapi).

Dalam pelaksanaan atau pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri, terdapat beberapa hal atau fakta yang terjadi, hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang menghambat keberlangsungan atau kesuksesan pengelolaan BUMDes antara lain belum memberikan kontribusi terhadap PAD,  Usaha yang dijalankan belum berkembang sesuai harapan dan pengurus BUMDes kurang fokus dalam mengelola BUMDes.

LANDASAN TEORI
Tata kelola merupakan sistem dan pendekatan untuk mengelola dan mengendalikan organisasi dengan menetapkan kebijakan, prosedur, dan aturan untuk memastikan bahwa semua elemen organisasi berjalan dengan harmoni dan selaras dengan tujuan strategisnya. Tata kelola memberikan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara efektif. Riantono, (2014) Tata kelola (governance) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi atau lembaga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dengan terorganisir dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tata kelola mencakup pembagian peran dan tanggung jawab, pengawasan dan akuntabilitas, serta transparansi dalam keputusan dan tindakan. (Gerged & Agwili, 2020).  

Setiawan & Bharata (2022), menyebutkan bahwa tata kelola adalah suatu sistem pengendalian internal di perusahaan yang memiliki fokus utama pada pengendalian risiko yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Melalui tata kelola, perusahaan berusaha untuk melindungi asetnya dan meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham seiring berjalannya waktu. 

Abdullah dalam Sofyani, Ali, et al. (2020), juga menyebutkan bahwa tata kelola adalah rangkaian proses yang diterapkan di dalam organisasi, yang dijadikan sebagai dasar atau prinsip dalam pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.  

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, tata kelola (governance) dapat disimpulkan sebagai Suatu sistem, kerangka kerja, dan proses yang dirancang untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi organisasi atau entitas agar mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Perinsip-prinsip tata kelola (governance) merupakan pedoman yang digunakan untuk memastikan pengelolaan suatu entitas berjalan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk tata kelola organisasi, perusahaan, atau entitas publik seperti BUMDes. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menciptakan sistem pengelolaan  yang  efektif,  efisien,  dan  berorientasi  pada  tujuan  bersama. Dalam konteks BUMDes, penerapan prinsip tata kelola tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, tentunya harus memiliki prinsip-prinsip dasar, Komite Nasional Kebijakan Govermance (KNKG, 2006) telah membuat pedoman umum pelaksanaan Good Corporate Governance  (GCG) Indonesia, Menurut Komite Nasional Kebijakan Govermance (KNKG, 2006) setiap perusahaan (Badan Usaha) harus memastikan bahwa asas GCG ditetapkan pada setiap aspek bisnisnya dan di seluruh jajaran Perusahaan. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaanya meliputi:

1) Transparansi,  Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan   tidak   hanya   masalah   yang   disyaratkan   oleh  peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas, Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas, Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang- undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) Indenpendensi, Untuk  melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Keadilan (Fairnes),  perusahaan  harus  senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Berdasarkan hal tersebut prinsip-prinsipnya, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, relevan dengan tujuan BUMDes dalam mengelola potensi desa secara profesional dan berkelanjutan. GCG menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja, tata kelola, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, GCG membantu mengidentifikasi masalah tata kelola, memastikan distribusi manfaat yang adil, serta meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel penelitian yang mandiri, baik satu atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Langkah-langkah penelitian ini meliputi tahap; mengkaji pustaka dan penelitian lapangan. Adapun subjek penelitian yaitu; Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSP\MD) Kabupaten Sekadau, Camat Nanga Taman, Kepala  Seksi  PM  Ekbang  Kecamatan  Nanga  Taman, Kepala Desa Nanga Kiungkang, Pengurus BUMDes Surya Sarana Mandiri dan Pengurus  LPM. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Untuk keabsahan data, data yang dikumpulkan diolah dan diuji keabsahannnya melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2014:273), ada tiga macam triangulasi yaitu:

a. 
Triangulasi Sumber, yaitu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan sumber data tersebut. 

b. 
Triangulasi  Teknik,  yaitu  teknik  untuk  menguji  kredibilitas  data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

c. 
Triangulasi    Waktu,    yaitu    waktu    juga    sering    mempengruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Triangulasi pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, karena  dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dalam mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan  BUMDes di Desa  Nanga Kiungkang  Kecamatan  Nanga Taman Kabupaten Sekadau.Untuk analisis data, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagaimana dikemukakan Nasution dalam Sugiyono (2014:92), sebagai berikut:

a. 
Reduksi   Data,   yaitu   suatu   kegiatan   proses   penghalusan   atau pemulihan data yang diperoleh di lapangan, proses tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi,  memilah-milah  bagian-bagian  yang  tidak relevan dengan fokus penelitian.

b.
Penyajian data, yaitu setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian data disajikan dalam bentuk narasi agar lebih mudah dimengerti semua pihak. 

c.
Melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan. Verifikasi adalah mengedit kembali kebenaran data dan informasi yang ditulis sesuai dengan informasi yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat induktif, artinya merupakan pernyataan akhir yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian di lapangan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Surya Sarana Mandiri” Di Desa Nanga Kiungkang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dalam penelitian ini menggunakan pedoman umum pelaksanaan Good Corporate Governance  (GCG) Indonesia, yang pelaksanaanya menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) meliputi; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indenpendensi serta Keadilan (Fairnes).

Tranparansi Pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri

Transparansi dalam konteks CGC menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) adalah prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada  pemangku  kepentingan, sehingga  mereka dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam hal ini, transparansi tidak hanya mencakup penyampaian informasi secara tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami, dapat diverifikasi, dan mencerminkan kondisi nyata perusahaan.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), transparansi menjadi elemen  kunci  dalam  memastikan  keberlanjutan  dan  akuntabilitas  pengelolaan usaha desa. Sebagai entitas yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta pelaporan  kepada masyarakat desa dan pemerintah desa. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dan pendapatan BUMDes digunakan, sehingga tercipta kepercayaan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha desa. Begitu juga dengan pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri, Desa Nanga Kiungkang, penerapan transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Menyediakan informasi secara tepat  waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses serta dapat dibandingkan

BUMDes Surya Sarana Mandiri menyampaikan informasi  melalui  website  namun  kurang  optimal  dan  juga  penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tahunan, walapun penyampaiannya terkadang tidak tepat waktu, selain itu informasi terkait BUMDes juga dapat  ditanyakan  lansung  kepada  Pengurus  BUMDes  dan  juga  pengawas BUMDes.

2. Kebijakan  harus  tertulis  dan  secara  proporsional  dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

Prosedur Penyampaian kebijakan atau status dari BUMDes sangatlah penting bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Status BUMDes berpengaruh terhadap kinerja dalam menjaga keberlanjutan usaha desa. Oleh karena itu, BUMDes harus mampu menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang transparan dan jujur. Dalam proses penyampaiannya, selain disampaikan secara lisan, juga dilakukan  secara  tertulis  dengan  membandingkan  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun sebelumnya dengan LPJ terbaru. Dengan adanya  perbandingan  tersebut,  pihak  yang  terlibat  seharusnya  dapat  lebih mudah memahami perkembangan serta mengevaluasi kinerja BUMDes, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertimbangkan secara lebih matang dan berdasarkan data yang ada.

Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam Good Corporate Governance (GCG) yang wajib diterapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa   (BUMDes).   Prinsip   ini   menekankan   pentingnya   kejelasan   fungsi, pelaksanaan tugas yang efektif, serta pertanggungjawaban manajemen terhadap organisasi, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertanggungjawaban yang dimaksud harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sistematis, guna memastikan bahwa seluruh proses operasional dan pengelolaan keuangan BUMDes berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerapan prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan   wewenang,   baik   yang   dilakukan   oleh   pengelola   internal BUMDes   maupun   oleh   pihak   luar   yang   memiliki   kepentingan   terhadap operasional usaha desa. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, setiap keputusan dan  kebijakan  yang  diambil  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  jelas  dan objektif,   sehingga   dapat   meningkatkan   kepercayaan   masyarakat   terhadap BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan   bersama.   
Pada   praktiknya,   akuntabilitas   dalam   pengelolaan BUMDes dapat dijabarkan ke dalam beberapa komponen, penerapan prinsip akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain:

1. Kejelasan  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Masing-Masing  Pihak  Yang Terlibat

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Kejelasan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu atau lembaga yang berkontribusi dalam operasional BUMDes memiliki tugas dan kewajiban  yang  terstruktur,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  tumpang tindih wewenang, konflik kepentingan, maupun kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak menjadi landasan penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan transparan. Meskipun rincian tugas telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum optimal yang disebabkan  kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di mana banyak pengelola masih harus mencari pekerjaan tambahan sehingga fokus dalam menjalankan tugas BUMDes  berkurang.

2. Meyakini    bahwa    semua    organisasi    dan    karyawan    mempunyai kemampuan sesuai tugas dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan BUMDes perlu dilakukan upaya optimalisasi potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkesinambungan, sehingga setiap individu dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  dengan  efektif.  Meskipun terdapat keyakinan bahwa setiap pengelola BUMDes memiliki potensi untuk menjalankan tugasnya secara optimal, Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala yang signifikan, yakni belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang ada seperti kekurangan fokus dan kurangnya keinginan untuk maju dari para pengelola BUMDes dan diperparah dengan minimnya pelatihan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam AD/ART. 

3. Adanya Sistem Memastikan Adanya Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan BUMDes yang mana ini merupakan upaya strategis yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap aktivitas operasional sejalan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memonitor dan mengarahkan proses kerja, sehingga potensi penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir.Sistem pengendalian  internal  di BUMDes  Surya  Sarana  Mandiri di Desa Nanga Kiungkang masih dijalankan dengan metode yang relatif sederhana. Proses pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan baik pengawasan internal maupun eksternal BUMDes, meskipun sudah terdapat struktur organisasi yang relevan dan penetapan wewenang serta tanggung jawab   sesuai   dengan   tupoksi   masing-masing,   namun   masih memiliki ruang untuk pengembangan. Hal ini menandakan bahwa meskipun dasar-dasar pengendalian internal telah diterapkan, optimalisasi dan penyempurnaan sistem tersebut tetap diperlukan guna mendukung pencapaian Good Corporate Governance secara maksimal.

4. Memiliki Ukuran Kinerja dan Penetapan Sasaran, Serta Penerapan Sistem Penghargaan Dan Sanksi

Ukuran kinerja dan penetapan sasaran, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi, BUMDes Surya Sarana Mandiri masih menghadapi sejumlah kendala yang mengakibatkan penilaian kinerja belum dapat dilakukan secara profesional. Indikator kinerja yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar evaluasi yang objektif dan komprehensif, sehingga penerapan sistem penghargaan dan sanksi pun belum terintegrasi dengan baik. 

Responsibilitas Pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri

Penerapan prinsip Responsibilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Berpegang  Pada  Prinsip  Kehati-Hatian  dan  Memastikan  Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan, Anggaran Dasar Dan Peraturan BUMDes

Penerapan prinsip kehati-hatian serta upaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam suatu perusahaan merupakan aspek penting yang dapat memberikan nilai tambah bagi BUMDes. Hal ini juga berlaku bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu entitas ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian, BUMDes mampu meminimalkan risiko yang mungkin muncul dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Prinsip ini juga mengarahkan BUMDes untuk selalu  mempertimbangkan dampak jangka pendek  maupun jangka panjang dari setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mencegah potensi kerugian yang tidak diinginkan.

BUMDes Surya Sarana Mandiri dalam praktiknya telah secara konsisten menjalankan dan mematuhi seluruh aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Surya Sarana  Mandiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BUMDes  tersebut mengutamakan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, baik yang bersumber dari peraturan desa maupun peraturan pemerintah pusat. Upaya menjaga kepatuhan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya berjalan di atas  koridor  hukum  yang  berlaku  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang positif bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan yang ada.

2. BUMDes  Harus   Melaksanakan   Tanggung   Jawab   Sosial   dengan Antara Lain Peduli Terhadap Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Terutama di Sekitar Perusahaan dengan Membuat Perencanaan dan Pelaksanaan Yang Memadai.

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkung merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab yang diemban oleh BUMDes Surya Sarana Mandiri yang telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes yang menyatakan bahwa 5% dari keuntungan yang diperoleh harus dialokasikan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan adanya   komitmen   BUMDes   untuk   memberikan   manfaat   nyata   bagi masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Kegagalan unit-unit usaha dalam menghasilkan keuntungan menyebabkan tidak adanya dana yang dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial, sehingga BUMDes belum mampu memenuhi perannya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Meskipun demikian, aspek positif yang dapat diambil adalah bahwa BUMDes tidak pernah melakukan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga keberadaan unit usaha yang pernah dijalankan tidak menimbulkan masalah ekologis bagi desa.

Independensi Pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri

Prinsip kemandirian ini sangat relevan bagi BUMDes yang beroperasi dalam lingkungan sosial yang erat, di mana beragam kepentingan masyarakat desa berpotensi  memengaruhi arah  kebijakan usaha. Oleh  karena itu,  penerapan prinsip   independensi   mengharuskan   pengelola   BUMDes, baik   direktur maupun pengurus harian untuk dapat mengambil keputusan secara profesional, berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional, dan terbebas dari intervensi  pihak  luar,  seperti  pemerintah  desa,  tokoh   masyarakat,  atau kelompok berkepentingan tertentu. 
Penerapan prinsip Independensi ini dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

1. Menghindari dominasi dari pihak manapun

Menghindari dominasi dari pihak manapun merupakan salah satu indikator kunci dalam penerapan prinsip independensi sebagaimana dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Prinsip independensi dalam Good Corporate Governance (GCG) menuntut agar setiap organ tata kelola, baik itu pengurus, pengawas, maupun pemilik kepentingan, dapat menjalankan perannya secara objektif tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. BUMDes Surya Sarana Mandiri telah mampu menjaga otonomi kelembagaannya dalam menjalankan fungsi ekonomi di tingkat desa. Tidak adanya tekanan atau intervensi dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun kelompok kepentingan lainnya merupakan kondisi ideal yang sangat jarang terjadi di banyak desa, mengingat kedekatan emosional dan struktur sosial  masyarakat   pedesaan yang kerap kali membaurkan batas antara kekuasaan formal dan informal.

2. Tidak Terpengaruh Oleh Kepentingan Tertentu

Indikator penting lainnya dalam penerapan prinsip independensi menurut Komite Nasional   Kebijakan Governance (KNKG) adalah tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, Indikator ini mengacu   pada   kemampuan   setiap  organ  tata  kelola untuk mengambil keputusan secara objektif, berdasarkan nilai-nilai profesionalisme dan kepentingan organisasi, tanpa bias terhadap kepentingan pribadi, kelompok, politik, atau ekonomi yang tidak sejalan dengan visi dan misi lembaga. 

Penerapan indikator tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dalam prinsip independensi sebagaimana yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance  (KNKG),  telah  dijalankan  dengan  cukup  baik  oleh  BUMDes Surya Sarana Mandiri,  dimana telah terwujud adanya  komitmen  bersama  untuk  menjaga objektivitas dalam setiap pengambilan keputusan, serta menghindari pengaruh dari kepentingan pribadi, kelompok, atau politik tertentu yang dapat mengganggu jalannya pengelolaan BUMDes.

3. Bebas dari Benturan Kepentingan Serta Segala Bentuk Pengaruh Atau Tekanan

Potensi benturan kepentingan bisa saja terjadi apabila pengelola memiliki relasi dekat dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam desa, seperti kepala desa, anggota BPD, atau tokoh masyarakat, dan kemudian menggunakan kedekatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap unsur pengelola BUMDes untuk menjaga jarak profesional dan selalu mengedepankan etika serta akuntabilitas dalam menjalankan peran masing-masing. Prinsip bebas dari tekanan dan benturan kepentingan ini di BUMDes Surya Sarana Mandiri telah diterapkan dengan baik, baik dari sisi pengelola maupun pengawas.

Keadilan (Fairnes) Pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri

Penerapan  prinsip  fairnes  diukur melalui beberapa indikator:

1. Memberikan   Kesempatan   Kepada   Pemangku   Kepentingan   Untuk Memberikan Masukan dan Menyampaikan Pendapat Bagi Kepentingan BUMDes

Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BUMDes sehingga terbukanya ruang partisipasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau kritik konstruktif demi kepentingan organisasi. Hal ini mencerminkan semangat keterbukaan, dialog, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga, di mana setiap keputusan besar tidak hanya berdasarkan sudut pandang internal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dari pihak-pihak yang terdampak atau memiliki  kepentingan sah terhadap keberlangsungan organisasi. Pemberian ruang ini juga dapat mencegah potensi dominasi atau bias pengambilan keputusan, karena  pengurus  akan  selalu  diingatkan  untuk  mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Penerapan indikator ini di BUMDes Surya Sarana Mandiri, tercermin dari adanya  musyawarah desa yang dilaksanakan untuk membahas kegiatan BUMDes. BUMDes Surya Sarana Mandiri telah menerapkan prinsip partisipatif, di mana pemangku kepentingan seperti  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dan masyarakat luas diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. 

2. Memberikan  Perlakuan  yang  Setara   dan  Wajar  Kepada  Pemangku Kepentingan Sesuai Manfaat dan Kontribusi yang Diberikan

Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh  pemangku  kepentingan,  sesuai  dengan  manfaat  dan  kontribusi  yang mereka berikan terhadap organisasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang  terlibat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  kegiatan organisasi termasuk pengelola, mitra usaha, pemerintah desa, masyarakat, hingga penyandang dana harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Perlakuan yang adil berarti hak-hak setiap pemangku kepentingan dihormati dan dijamin, sejauh kontribusi mereka terhadap keberlangsungan organisasi. memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh  pemangku  kepentingan,  sesuai  dengan  manfaat  dan  kontribusi  yang mereka berikan terhadap organisasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang  terlibat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dalam  kegiatan organisasi termasuk pengelola, mitra usaha, pemerintah desa, masyarakat, hingga penyandang dana harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Perlakuan yang adil berarti hak-hak setiap pemangku kepentingan dihormati dan dijamin, sejauh kontribusi mereka terhadap keberlangsungan organisasi.

Penerapan prinsip ini dapat diwujudkan melalui distribusi manfaat yang proporsional, keterbukaan akses terhadap informasi, serta perlakuan yang setara dalam kesempatan berusaha dan bermitra. Prinsip ini juga menuntut agar tidak ada keberpihakan atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu atas dasar kedekatan pribadi, jabatan, atau latar belakang politik. Dengan menjunjung tinggi keadilan, BUMDes tidak hanya membangun kepercayaan dari seluruh pihak yang berkepentingan, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan inklusif. Dalam praktiknya, prinsip fairness  yang berupa pemberian perlakuan setara dan wajar kepada pemangku kepentingan telah diterapkan oleh BUMDes Surya Sarana Mandiri.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   mengenai   Tata   Kelola   pengelolaan BUMDes Surya Sarana Mandiri di Desa Nanga Kiungkang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berpedoman KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) meliputi; Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indenpendensi serta Keadilan (Fairnes) masih belum sepenuhnya optimal.Transparansi, Pengelola dan pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
Namun, pelaporan  masih  belum tepat  waktu,  media  digital  belum  dimanfaatkan secara maksimal, dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang tersedia masih rendah.Akuntabilitas, Struktur   organisasi   dan   pembagian   tugas   telah   dibentuk,   namun keterbatasan SDM baik dari sisi kompetensi maupun dedikasi menjadi hambatan utama. Sistem pengawasan pun masih informal, belum terdokumentasi, dan belum ada evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur.Responsibilitas, BUMDes telah mematuhi peraturan dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Namun, tanggung jawab sosial belum terlaksana karena unit usaha belum berkembang dan belum mampu memberikan keuntungan yang bisa digunakan untuk kegiatan sosial.Independensi, Keputusan diambil secara kolektif dan bebas dari intervensi eksternal. Hubungan kerja antara Kepala Desa, Direktur, dan Pengawas bersifat profesional dan demokratis, Prinsip bebas dari tekanan dan benturan kepentingan ini di BUMDes Surya Sarana Mandiri telah diterapkan dengan baik, baik dari sisi pengelola maupun pengawas..
Keadilan (Fairness), Dalam praktiknya, BUMDes Surya Sarana Mandiri telah menerapkan prinsip partisipatif, di mana pemangku kepentingan seperti  Badan Permusyawaratan  Desa (BPD)  dan masyarakat luas diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Selain itu prinsip fairness yang berupa pemberian perlakuan setara dan wajar kepada pemangku kepentingan telah diterapkan oleh BUMDes Surya Sarana Mandiri.
Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tentang Tata Kelola Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip   Good   Corporate   Governance   (GCG)   menurut   pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penulis merumuskan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat tata kelola BUMDes, khususnya dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan secara menyeluruh.Transparansi, Perlu dibuat jadwal pelaporan yang rutin dan tepat waktu agar informasi lebih akurat dan relevan. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti website desa atau media sosial harus ditingkatkan untuk mendistribusikan laporan keuangan dan kegiatan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya laporan dan informasi BUMDes juga penting agar partisipasi mereka meningkat.

Akuntabilitas, Pengurus BUMDes perlu mendapatkan pelatihan manajemen keuangan dan pengawasan internal secara berkala. Pemberian insentif atau gaji yang layak penting agar pengurus bisa fokus dalam bekerja. Selain itu, penyusunan SOP yang terdokumentasi dan sistem evaluasi kinerja yang berbasis indikator jelas harus segera dilaksanakan.Responsibilitas, Melakukan evaluasi terhadap unit usaha yang belum berkembang, lalu kembangkan usaha baru yang potensial. Sekalipun masih dalam skala kecil, program tanggung jawab sosial seperti bantuan masyarakat harus dimulai. 
Dukungan  dari  pemerintah  dan  stakeholder  lain  juga  perlu  diperkuat melalui koordinasi yang intensif.Independensi, Mekanisme musyawarah desa harus terus diperbaiki agar setiap keputusan benar-benar obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Fungsi pengawasan juga harus diperkuat, termasuk laporan evaluasi berkala untuk memastikan setiap keputusan bersifat profesional dan mandiri.Fairness (Keadilan), Tingkatkan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi atau konsultasi rutin. Edukasi tentang pentingnya prinsip  keadilan  dalam  organisasi  perlu  disosialisasikan  agar  tercipta budaya kerja yang inklusif.
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